
BUPATI TASIKMALAYA 

PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA 

NOMOR 8 TAHUN 2021 

TENTANG 

PERUB HAN ANGGARAN PENDAP TAN D N BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2021 

Menim ang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TU HAN YANG MAHA ESA 

BUP TI T SIKMALAYA, 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 17 yat (1) 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerint an Daerah dan pasal 177 Peraturan Pemerintah 
Nomor 12 Tahu n 2019 ten tang Pengelolaan Keuangan 
Daer epala Daerah waj ib engaju an Rancangan 
Peraturan Daerah t n ang Perubahan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat 
D er unt k memperoleh er etujuan Bersama; 
bahwa Rancang n Peraturan Daerah tentang Perubahan 
Anggaran Penda a tan dan elanja D erah m erupakan 
perwuj udan da ' Perub han Re Kerja Pemerintah 

aerah T hun 202 1 yang dijabarkan ke dalam perubahan 
kebi'akan urn Anggar n P ndap n dan Belanja Daerah 
serta perubahan priorita s dan plafon anggaran semen tara 
yang telah disepa ati an tara Pemerin tah Daerah dengan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 

c . bahwa berda sarkan pertimban gan seb gaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b , perlu me etapkan Peraturan 
D erah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Ta ikmalaya Tahun Anggaran 
2021 ; 

I. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Ling­
kungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 
4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten 
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Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pem­
bentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 
Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1968 Nomor 31 , Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2851) ; 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 
Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang­
Undang Nornor 6 Tahun 1983 ten tang Ketentuan Urnum 
dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4999); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara RepubJik lndonesia Nomor 4355); 

6 . Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ; 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 



Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
beberapa kalidiubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peme­
rintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679) ; 

11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tabun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

12. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan 
Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi 
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/ atau Dalam 
Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan 
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 
Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
RepubIik Indonesia Tabun 2020 Nomor 134, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516) ; 

13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
KeIja, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6573) ; 

14. Peraturan Pemerintab Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4028); 
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15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575) ; 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 ten tang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) 
sebagaimana telah diu bah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahu.n 2007 tentang 
PengeIoIaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 
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18. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang 
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127 , Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890) ; 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 
Santuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran 
Negara Republik indonesia Tahun 2009 Nomor 18, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4972). sebagaimana telah diu bah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada 
Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor I , Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6177) ; 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 
Cara Pemberian dan Pemanfaatan lnsentif Pemungutan 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165) ; 

22 . Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 ten tang 
Pengelolaan Sarang Milik NegarajDaerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92 , 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pe­
ngelolaan Sarang Milik NegarajDaerah(Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523) ; 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
244 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5950); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Peme­
rintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6041) ; 
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26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017Nomor 106, Tam bah an Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6057) ; 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang 
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6206); 

28. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang 
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil 
Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6224); 

29. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 248 , Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6279); 

30. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tam bah an Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

31. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 ten tang 
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaran Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
52, Tambahan Lembaran Negara Republik rndonesia Nomor 
6323); 

32. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 
2021 tentang Peru bah an Atas Peraturan Presiden Nomor 16 
Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerinta; 

33. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220) ; 

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 
ten tan g Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425); 

35. Peraturan Menteri DaIam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) ; 

36. Peraturan. Meuled Dalam Negeri Nomor 62 -rabun 2017 
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah 
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Opera­
sional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 1067); 
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37. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 36 Tahun 2018 
ten tang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalarn 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib 
Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan 
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan 
Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 630) sebagaimana teJah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 
ten tang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalarn Negeri 
Nomor 78 Tahun 2020 ten tang Tata Cara Penghitungan, 
Penganggaran Dalarn Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, 
dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan 
Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 1777); 

38. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 79 Tahun 2018 
tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara 
RepubJik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); 

39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
ten tang Klasifikasi , Kodefikasi dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita 
Negara RepubJik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) ; 

40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tabun 2020 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun 2021 (Serita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 888) ; 

41. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikrnalaya Nomor 7 Tahun 
2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah (RPJPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2025 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2010 
Nomor 7) ; 

42 . Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 
Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 
Daerah Kabupaten TasikmaJaya (Lembaran Daerah 
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 10); 

43 . Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 
Nomor 5) ; 

44. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Tasikrna\aya Tahun 2016 Nomor 7) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 
ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 
Nomor I) ; 



Menetapkan 
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45. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 ten tang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Naggaran 2021 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020 
Nomor 3); 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKlLAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN TASIKMALAYA 

dan 

BUPATI TASIKMALAYA 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 
2021. 

Pasal 1 

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya. 

2 . Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah 
Kabupaten Tasikmalaya. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai un sur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

4 . Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 
Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas 
otonorni dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-Iuasnya 
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945. 

5 . Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, 
pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. 

6 . Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah. 

7. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dan kas Daerah. 
8 . Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai 

penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan 

9 . Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib 
kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 
memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan 
secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar­
besarnya kemakmuran rakyat. 
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10. Keuangan Daerah adalah sernua hak dan kewajiban daerah dalam rangka 
penyelenggaraan pernerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang 
termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan 
hak dan kewajiban daerah . 

11. Anggaran Pedapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 
adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang di tetapkan dengan 
Peraturan Daerah. 

12. Belanja Daerah adalah sernua kewajiban Pernerintah Daerah yang diakui 
sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran 
berkenaan. 

13. Pernbiayaan adalah setiap penerirnaan yang perlu dibayar kern bali dan/atau 
pengeluaran yang akan diterirna kernbali, baik pada tahun anggaran 
berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 

14. Pedornan Penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan 
arah bagi pernerintahan daerah dalam penyusunan, pernbahasan dan 
penetapan APBD. 

Pasal 2 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2021 sernula sebesar 
Rp3.300.1110437 0407 ,00 bertambah sebesar Rp80.045.877 .007 ,00 sehingga 
menjadi Rp3.380.1S7 .314.414,00 dengan rincian sebagai berikut: 
a . Pendapatan daerah 

1. Sernula 
2. Bertambah 

Rp3.186 .1350437o407,00 
Rp87 .724.338.028,00 

Jumlah pendapatan daerah setelah 
perubahan 

b . Belanja Daerah 

Rp3 .273.859.775.435,00 

1. Sernula Rp3 .300.111.437.407,00 
2 . Bertambah Rp80 .045.877.007,00 
Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp3 .380.157.314.414,00 

c. Pembiayaan daerah 
1. Penerimaan pembiayaan 

a) Semula Rpl13 .976.000.000,00 
b) Bertambah Rp3 .82 1.538.979,00 
Jurnlah penerimaan pernbiayaan setelah 
perubahan Rp117 .797.538.979,00 

2 . Pengeluaran pernbiayaan 
a) Semula Rp 
b) Bertambah/(berkurang) Rpl1.S00.000 .000,00 
Jumlah pengeluaran pernbiayaan setelah 
perubahan 
Jurnlah pernbiayaan neto setelah Perubahan 

Sisa Iebih pernbiayaan anggaran setelah Perubahan 

Pasa] 3 

Rp11.500.000 .000,00 
Rp106 .297.538.979,00 
RpO,OO 

Anggaran pendapatan daerah sebagairnana dimaksud dalam PasaI 2, bersurnber 
dari: 



a. Pendapatan asli daerah 
1. Semula Rp333.496.428 .00S,00 
2 . Bertambah/(berkurang) Rp94 .686.202.S11,OO 
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp428 .182.630.S16,00 

b. Pendapatan transfer 
1. Semula 
2. Bertarnbah/(berkurang) 

Rp2.661 .236.609.402 ,00 
Rp(6.961.864.483,00) 

Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan Rp2.6S4 .274.744.919,00 

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah 
1. Semula RpI91.402.400 .000,00 
2. Bertambah/(berkurang) RpO,OO 
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang 
sah setelah perubahan 

Pasal4 

Rp 191. 402.400.000,00 
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(1) Pendapatan asH daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a , 
bersumber dari: 
a . Pajak daerah; 

1. Semula Rp86.48S .82S.000,00 
2. Bertambah/(berkurang) Rp2.897.320.412,OO 
Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp89 .383.14S.412 ,OO 

b. Retribusi daerah ; 
1. Semula Rp9.374.182 .998,00 
2. Bertambah/(berkurang) RpSOO .OOO.OOO,OO 
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp9 .874.182.998,OO 

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; 
1. Semula Rp28.446.283 .298,00 
2. Bertambah/(berkurang) RpO,OO 
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan 
daerah setelah perubahan Rp28.446 .283.298,00 

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah; 
1. Semula Rp209 .190.136.709,00 
2 . Bertambah/(berkurang) Rp91.288 .882 .099,OO 
Jumlah lain-lain pendapatan asH 
daerah yang sah setelah perubahan Rp300.479.018 .808,00 

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, 
bersumber dari: 
a . Transfer pemerintah pusat 

1. Semula Rp2.483 .638.111.000,OO 
2 . Bertambah/(berkurang) Rp(40.735.S98.763,OO) 
Jumlah transfer pemerintah pusat 
setelah perubahan Rp2.442.902.S12.237,OO 

b. Transfer antar daerah 
1. Semula Rp177 .598.498.402 ,OO 
2. Bertambah/(berkurang) Rp33 .773.734.280,00 
Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan Rp211.372 .232.682 ,OO 
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(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
huruf b, bersumber dari: 
a. Pendapatan hibah 

1. Semula Rp7 .120.000.000,OO 
RpO,OO 2 . Bertambah/{berkurang) 

Jumlah hibah setelah perubahan Rp7.120.000.000,OO 

b . Lain-lain pendapatan sesuai 
perundang - undangan 
1. Semula 
2 . Bertambah/{berkurang) 

dengan ketentuan 

Rp184 .282.400.000 ,00 
RpO,OO 

peraturan 

Jumlah lain-lain pendapatan seSUaI dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan 
setelah perubahan 

Pasal 5 

Rp184 .282 .400.000,OO 

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas: 
a . Belanja operasional; 

1. Semula 
2 . Bertambah/(berkurang) 

Rp2 .288.016.426 .262 ,OO 
Rp30 .996.488.416,OO 

Jumlah belanja operasional setelah 
perubahan Rp2 .319.012.914.678,OO 

b. Belanja Modal ; 
1. SemuJa Rp236.678.104.482 ,OO 
2. Bertambah/{berkurang) Rp48.218 .595.013,00 
Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp284.896.699.495,00 

c. Belanja Tidak Terduga 
1. Semula Rp25.000.000.000,OO 
2. Bertambah/{berkurang) Rp8 .897.874.625,00 
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp33.897.874 .625,00 

d . Belanja Transfer; 
1. Semula Rp750.416.906.663 ,OO 
2. Bertambah/{berkurang) Rp(8 .067.081.047,OO) 
Jumlah be1anja transfer setelah perubahan Rp742.349 .825.616,OO 

Pasa16 

(I) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a,terdiri atas: 
a . Belanja pegawai; 

1. Semula RpI.517 .652.917.968,OO 
2 . Bertambah/{berkurang) Rp(65.923.752 .720,OO) 
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp1.451.729.165 .248,OO 

b . Belanja barang dan jasa; 
1. Semula 
2 . Bertambah/(berkurang) 

Rp711.941.291.294 ,OO 
Rp71.012.941.636,OO 

Jumlah belanja barang danjasa setelah 
peru bah an Rp782 .954.232 .930 ,OO 
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c. Belanja hibah; 
1. Semula RpSS .922.217 .000,00 
2. Bertambah/(berkurang) Rp2B.407.299 .S00 ,00 

Jumlah belanja hibah setelah perubahan RpB4.329.S16.S00,00 

d. Belanja bantuan sosiaJ; 
1. Semula Rp2 .S00.000.000 ,00 
2. Bertambah/(berkurang) Rp(2 .S00.000.000,OO) 
Jumlah belanja bantuan sosiaJ setelah 
Perubahan RpO,OO 

(2) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud daJam Pasa! Shuruf c, terdiri 
atas belanja tidak terduga, yaitu: 
a. Semula 
b. Bertambahj(berkurang) 

Rp2 S. 000.000.000,00 
RpB.B97.874.625,OO 

Jumlah belanja tidak terduga setelah 
Perubahan Rp33 .B97.B74.62S,00 

(3) Belanja transfer sebagaimana dimaksud daJam PasaJ S huruf d , terdiri atas: 
a. Belanja bagi hasil 

1. Semula Rpl0.0B9.64S.663,00 
2. Bertambah/(berkurang) Rp(163.912 .B22 ,OO) 

Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp9.92S .732.841,00 

b . Belanja bantuan keuangan. 
1. Semula Rp740.327.261.000,00 
2. Bertambah/(berkurang) Rp(7.903.16B.22S,OO) 
Jumlah belanja bantuan keuangan 
setelah peru bahan 

Pasa! 7 

Rp732.424 .092.77S,00 

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud daJam PasaJ 2, terdiri 
atas: 
a . Penerimaan pembiayaan; 

1. Semula 
2. Bertambah/(berkurang) 

Rp113.976 .000.000,00 
Rp3.B21.S3B.979,00 

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah 
perubahan 

b . Pengeluaran pembiayaan. 
Rp117.797.53B.979,00 

1. Semula 
2. Bertambah/(berkurang) 

RpO ,OO 
Rp11 .500.000.000,OO 

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah 
perubahan 

PasaJ 8 

Rpll .SOO.OOO.OOO,OO 

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud daJam PasaJ 7 huruf a, 
yaitu sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebe]urnnya 
a . Semula RpI13 .976 .000.000 ,00 
b. Bertambah/(berkurang) Rp3.B21.S3B.979,00 
Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran 
tahun sebelumnya setelah perubahan Rp1l7.797.S3B.979,00 
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(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, 
yaitu pemberian pinjaman dana bergulir. 
a. Semula RpO,OO 
b . Bertambah/(berkurang) Rpl1.500 .000.000,OO 
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah 
perubahan Rpl1.500 .000.000,00 

Pasal9 

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan 
Kepala Daerah, Pemerintab Daerah dapat melakukan pengeluaran yang 
belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang 
ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam 
Peru bah an Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya Tahun Anggaran 2021 . 

(2) Keadaan darurat sebagairnana dimaksud pada ayat (2) meliputi: 
a. Beneana alam, bene ana non-alam, bencana so sial dan /atau kejadian luar 

biasa; 
b . Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau 
c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan 

publik. 
(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a . Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang 
anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; 

b . Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib; 
c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan 

tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan 
perundang-undangan; danl atau 

d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan 
kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat. 

PasallO 

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasa! 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari : 

1. Lampiran I 

2. Lam piran II 

3. Lampiran III 

4. Lampiran IV 

5 . Lampiran V 

Ringkasan Peru bah an APBD yang Diklasifikasi Menurut 
Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; 

Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut 
Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; 

Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan 
Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan , Sub Kegiatan, 
Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; 

Rekapitulasi Peru bah an Belanja Menurut Urusan 
Pemerintahan Daerah , Organisasi, Program, Kegiatan 
Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran; 

Rekapitulasi Perubahan Be1anja Daerah Untuk Keselarasan 
dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Ifungsi 
Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; 



6. Lampiran VI 

7 . Lam piran VII 

8 . Lampiran 
VIll 

9. Lampiran IX 

10. Lampiran X 

11. Lampiran Xl 
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RekapituIasi Perubahan BeIanja Untuk Pemenuhan SPM; 

Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan 
Perubahan APBD; 

Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada 
Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan 
Perubahan APBD j 

Daftar Perubahan JumJah Pegawai Per GoJongan dan Per 
J abatanj 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah 
ditetapkan dengan Peraturan Daera h ; dan 

Daftar Pi njaman Daerab. 

Pa al ll 

Bupati Ta sikmalaya menetapkan peratu ran tentang Penjabaran ggaran 
Pendap tan d Belanja Daerah sebagai landasa operasional pelak naan 
APBD. 

Pa a1 12 

Peraturan. daerah in' mu ai er aku pad tangga l diu dan kan. 

Agar se ' p oran g mengetah u inya , memerint 
Daerah . . dengan penempatann a dal 
TasikmaJaya . 

kan pengundang 
Lembaran Daerah 

Pera turan 
Ka upaten 

Ditetapkan di Singa ama 

Pad Tang al 9 ovember 2021 

Diundangkan di Sing arn 
Pada Tanggal 9 November 2021 
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